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WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 06 TAHUN 2013  

TENTANG 

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi 

dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan 

dan Penataan Menara Telekomunikasi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang    

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar 

Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999      

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3833); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 

Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi; 

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 

23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan 

Telekomunikasi; 
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16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 

18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 

tentang Pembangunan dan Penataan Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun      

Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Madiun Nomor 25); 

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016          

Nomor 1/C); 

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2017 Nomor 5/D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06       

TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan 

Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 25) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 

diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. 

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya 

disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Madiun. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang  

selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM 

adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Madiun. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, 

optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 
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9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut 

Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan 

umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan 

yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul 

atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana 

fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai 

sarana penunjang menempatkan perangkat 

telekomunikasi. 

10. Menara Bersama adalah menara   telekomunikasi  

yang digunakan secara bersama-sama oleh  

penyelenggara telekomunikasi. 

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan,  

Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi 

Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan 

Negara. 

12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang 

membangun, memiliki, menyediakan serta 

menyewakan Menara Telekomunikasi untuk 

digunakan bersama oleh Penyelenggara 

Telekomunikasi. 

13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang 

mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki 

oleh pihak lain. 

14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang 

perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli 

yang profesional di bidang jasa konstruksi 

pembangunan Menara yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan 

suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain. 

15. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya 

disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan 

bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada pemilik menara telekomunikasi untuk 

membangun baru atau mengubah menara 

telekomunikasi sesuai dengan persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 

16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi 

dan karakteristik spesifik. 



- 7 - 
 

17. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat 

menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang 

ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk 

bebas visual. 

18. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang 

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

fungsional serta memiliki ciri tertentu. 

19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan 

atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan 

layanan jasa konstruksi. 

20. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat 

RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat 

umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi 

penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, 

rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, 

arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan 

infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan 

berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat 

berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching 

Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio 

Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi 

utama (backbone transmission). 

22. Base Transceiver Station, selanjutnya disingkat BTS, 

adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima 

telepon selular untuk melayani suatu wilayah 

cakupan (cell coverage). 

23. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian 

antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang 

tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan. 
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2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23  

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

 

(1) Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara 

tertib, baik secara administrasi maupun teknis untuk 

menjamin kelaikan fungsi menara tanpa 

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.  

(2) Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam 

perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur 

Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

 

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25  

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 25 

 

(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, 

atau Kontraktor Menara yang mendirikan menara 

telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara. 

(2) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota 

melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM. 

 

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 28  

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

 

(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen 

administratif dan dokumen teknis paling lama 

diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak dokumen administratif dan dokumen teknis 

diterima serta dinyatakan lengkap. 

(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen 

teknis yang diterima belum lengkap, Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan informasi 

kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak dokumen diterima. 
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(3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) 

hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi 

dan/atau dokumen rencana teknis disetujui. 

(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas 

tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan 

melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan menara kepada Walikota secara berkala 

setiap tahun. 

(5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu 

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

bangunan gedung. 

(6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada 

perubahan struktur atau perubahan konstruksi 

menara.  

(7) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia 

Menara, atau Kontraktor Menara yang telah memiliki 

IMB Menara, wajib melakukan daftar ulang setiap     

1 (satu) tahun sekali selama masih beroperasi dalam 

rangka pembinaan dan pengawasan. 

(8) Permohonan daftar ulang diajukan kepada Walikota 

melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM. 

(9) Persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8), meliputi: 

a. identitas pemohon; 

b. IMB Menara; 

c. Sertifikat Laik Fungsi; 

d. informasi pemilik, pengelola/penanggungjawab, 

dan pengguna menara; 

e. tanda bukti telah mengikuti asuransi 

pertanggungan; 

f. melampirkan gambar denah/letak tempat menara 

beserta ukuran luasnya; dan 

g. bukti pelunasan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi tahun yang bersangkutan. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 

 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO 

 
Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  

TAHUN 2018 NOMOR 8/D 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

SEKRETARIS DAERAH 
u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1 001 
 
 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

45-11/2018 


